
PEMERINTAFI KABU PATEN KATINGAN

PERATU RAN BUPATI KATINGIIN
NoMoR .37 rnHuN 2oog

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA }.([ERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KABUPATEN KORPRI KATINGI\N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

h

BUPATI KATINGAN,

bahwa sebagai pelaksanaan Iebih lianjut Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orgarrisasi Perangkat Daerah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

PER/13iM.PANi5DAOB tentang Eselorrisasi Jabatan Struktural di

lingkungan Sekretariat Dewan pengurus KORPRI, perlu membentuk

Organislsi dan Tata Kerja Sekretariat tfewan Pengurus Kabupaten

KORPRI Katingan;

bahwa dalam rangka opiimalisasi premberian dukungan teknis

operasional dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Dewan

Pengurus KORIPRI Kabupaten Katingarn, untuk melandasi seluruh

kegiitan-kegiatan baik yang sudah maupun yang akan dilaksanakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebaglaimana dimaksud pada huruf

a dan b tersebut diatas, periu diatur dan diteiapkan dengan Peraturan

Bupati Katingan

Undang - Undilng Nomor 8 Tahun 11374 tentang Pokok - Pokok

Kepegiwaian s;ebrnu'r"na telah diuhr'ah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - undang

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Poliok - Pokok Kepegawaian
(Lembaran NelSara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 38f10);

Undang - undiang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten seruyan, Kabupaten sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang

Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2AA2 Nomor 18, Tetmbahan Lembaran Negara

Nomor 4180);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 42BG)',

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik lndlgnesia Tahun 20A4 Nomor 5,

Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4355);
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5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemb-entukan

peraturan p"ri,nirng - Undangan (t--embaran Negara Republik

tndonesia Tahun eooa Nomor 53, Termbahan Lembaran Negara

Nomor 4389);
6. undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah- (Lernbarrai Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara liioffior 4437), sebagaimana telah

diubah dengan Undang - Undang Ncrmor B Tahun 2005 tentang
peraturan pemerrintah Fengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun

2005 tentang F,erubafran AtLs Undang - Undang Nomor 32 Tahun

2Og4 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang

(Lembaran liegara Republik lndonesi,a Tahun 2005 Nomor 108'

Tambahan teinOaran 
'Negatu 

Nomor 4548), sebagaimana telah

diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan keciua Atai Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2404

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuan[an AntarJ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(LembIran Negara Republik lndonesia Tahun 2oa4 Nomor 126'

Tambahan Lembaran Negara Nomor a438);

8. Feraturan Perrrerintah Republik lndonesia Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Repubik lndonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran

trlegara Nomor 1547)',

L Peraturan Pernerintah Nomor 1C0 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

(LefiOaLn NegarJ Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 197,

Tambahan teinbaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pei-nerintah Nomor 13 Tahun 2AA2 tentang

Pengangkaian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

(i-eri6aran Negari Repubtik indonesia Tahun 2a02 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

l0.Peratur-an Penlerintah Nemor 79 Tairun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penlrelenogaraan Pemerintahan

Daerah (Lembi,rran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negaira Nomor 4593); sebaEaimana telah diubah dengan

Peraturan Pe*nrerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedgman

Evaluasi Penyelenggaraan Pernerintaharrn Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2008 Nornor 19, Tahun 2005 Norrtor 4815);

1 1. Feraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan tremerintahan Daerah KabUpatenlKota (Lembaran

Negara Tahun j2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4741)',
12. Peraturan Penrerintah Republik lndont,:sia Nomor 38 Tahun 2OA7

ieniang Pembagian Urusan Pemei^ii"itahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan baerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten / Kota (Lembaran Negarilr Republik lndonesia Tahun

2007 Nomor 8iil, Tambahan Lembai'an lrlegara Nomor 4737);

l3.Peraturan Ferrrerintah Republik lncjonesia Nsmor 41 Tahun 2047

tentang Organisiasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
tndonelia tahun ZaAT Nomor 89, Tiambahan Lembaran Negara

Nomor 4741),
14. Peraiuran Menteri Daiam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daeriah Kabupaten Katingan f,lomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
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Pemerintah Kabupaten Katingan (Lermbaran Daerah Kabupaten

Katingan Nomor 3 Tahun 2008);

16. Perat-uran Menteri Pendayagunaan r\paratur Negara Nomor 
:

PERll3lM.PAN/5/2008 tentang Eseloriisasi Jabatan struktural di

lingkungan Sekretariat Dewan pengurus KORPRI;

17. Pe-raturan Kep;ala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 l-ahun

2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yarrg ditugaskan Secara penuh

dan cliangkal t1alam Jabatan Strukturual di lingkungan Sekretariat

Dewan Pengurtrs dan Sekretariat Pengurnus Unit Nasional KORPRI'

i|iEMUTUSKA}.I :

PERATURAN BUF'ATI TENTANG ORGAhIISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPRI

KAT|NGAN

BAB I

KIE:TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud clengan :

1, Pemerintahan Diaerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem

dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana

dimaksud dalanr Undang-undang Dasar Negara Republik lndonesia

Tahun 1945,
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. ireringkal Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah

Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas

Daerah dan Lenrbaga Teknis Daerah;
4 Bupati adalah BuPati Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;

6. Ketua Dewan Pengurus KORPRI adalah Ketua Dewan Pengurus

KORPRT Kabupaten Katingan;
Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaterl KORPRI adalah Sekretariat

Dewan Penguru,s Kabupaten KORPRI Kiatingan,

Sekretaris a{alah Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten

KORPRI Katingan.

BAB II

PEI','lBEl'JTUKAl.'l

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Katinga-n-

(2) Bagan StruktulCrganisasi Sekretariat ifewan Pengurus Kabupaten

KORPRI Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan BuPati ini.

BAB III
KEDUDUI4(.AN, TUGAS DAN FUN(3SI

BaEian Kesatu

SEKRETARIAT DEW\,N PENGURUS KABUPATEN KORPRI

7.

c



A+

Pasal 3

(1) Sekretariat Deuran Pengurus Kabupaten
dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kabupaten KORPRL

(2) Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten
seorang Sekretaris.

KORPRI berkedudukan
Keiua Dewan Pengui'us

KORPRI dipimpin oleh

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI mempunyai tugas
pokok melaksanakan koordinasi dan membrerikan dukungan administrasi
kepada Dewan Pentgurus Kabupaten KORPRI Katingan.

Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas sebagaimanerr dimaksud dalam pasal 4,
Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI menyelenggarakan
fungsi :

a. pengoorganisasian kegiatan Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI;
b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum;
c. penyelenggaraan tugas kesekretariatan;;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus

Kabupaten KORPRI.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT

Pasal 6

Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaterr mempunyai tugas pokok
memimpin kesekrerllariatan dan melaksani;rkan koordinasi, pembinaan
serta pemberian rlukungan administrasi kepada Dewan Pengurus
Kabupaten KORPRI.

Pasal 7

untuk melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud dalam pasar 6,
Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a^ pengoordinasian kegiatan Dewan Pengurus Kabupaten;
b. penyelenggaraan pengelolaan administrirsi umum untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengurus
Kabupaten;

c. penyelenggaraan hubungan kerja disub bidang administrasi dengan
kepengurusan KORPRI disetiap tingkatan termasuk Badan Usaha
dan Yayasan K0RPRI;

d. penyelenggaraan urusan kesekreterriatan Dewan pengurus
Kabupaten KORPRI 

;

e. pembinaan, peilrgorahan dan pemberian peiunjuk kepada bawahan;
f pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
g pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehKetua Dewan pengurus

KORPRI Kabupaten.

Bagian Ketiga
SUB T}AGIAN TATA USAHA

Pasal I
Kepala sub Ba5yian Tata usaha melaksanakan iugas pokok
mengkoordinasikan penyelenggaraan pellayanan administrasi dan
kearsipan, perlengl<apan, kehumasan dan rumah tangga, keuangan,
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kepegawaian, ketatausahaan, evaluasi, p'elaporan Sekretariat Dewan

Pengurus KabuPatern KORPRI'

Pasal I

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagainnana dimaksud dalam pasal 8'

Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a p*n{f,i*pun bahan penyusunan perumusan kebijakan Sekretariai

Dewan Pengurus KabuPaten KORPRI;

b. perencana k<lgiatan operasional program dan kegiatan

ketaiausahaan;
c. pelaksanaan PenYelenggaraan
d. pelaksanaan PelaYanan urusan

dan kehumasan;
e. pengoordinasian penyusunan program, kegiatan dan anggaran

Sekretariat Dewan;
pengoordinasian pelayanan administrasi keuangan;

pelaksanaan petayanan urusan kepegararaian;
pengoordinasian penyusunan laboran program cian kegiatan

Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten;

i. pembinaan, pengarahan dan pemberian petunjuk lepada bawahan;

1. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

t. pelaksanaan tugras lain yang diberikan oleh Dewan Pengurus

Kabupaten KORPRI.

l3agian KeemPat
SUB BAGIA}J KHSEJAHTERAAN & PE}!4BINAAN

Pasal 10

Kepaia Sub Bagian Kesejahteraan dan Pembinaan mempunyai tugas

pokok melaksanikan penyiapan dan perumusan kebijakan, pemantauan,

analisa, evaluasi, hubungan kerja dan peli'rporan kegiatan peningkatan

kesejahteraan dih,idang Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan

Perempuan, Usaha dan Pelayanan Masyarakat, Kerohanian, Olahraga,

Seni dan Budaya, Kesejahteraan.

(

ri

n.

urusan a,lministrasi perkantoran;
rumah terngga kantor, perlengkapan

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas Pokok
10, Kepala Sub Bagian

menyelenggarakan fungsi :

a. penghimpun bal^ran penyusunan kebijak:ln sub bidang kesejahteraan

dan pembinaan;

b. pereneana operasionai sub bieiang kesejahteraan dan pembinaan

PNS;

c. pengoordinasian kegiatan peningkatan kesejahteraan PNS;

d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesejahteraan di bidang

sumber Daya Manusia, Pemberdayaan Perempuan, Usaha dan

Pelayanan Masyarakat, Kerohanian, olahraga, seni dan Budaya;

e. pengoordinasian penyusunan laporan bidang Sumber Daya Manusia,

Pemberdayaan Pei'empuan, Usaha clan Pelayanan Masyarakat,

Kerohanian, Olahraga, Seni dan tsudaya;

f. pembinaan, pengarahan dan pemberian petunjuk kepada bawahan;

g pelaporan hasil peiaksanaan tugas; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberil,lan oleh Dewan Pengurus

Kabupaten KOR.PRI.

sebagarmana dimaksud dalam Pasal
Kesejairteraan dan Pembinaan
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Bagian Kelima

SUB BAGIAN ORfi}ANISASI DAN BAF{TU/\N HUKUfu{

Pasal 12

Kepata sub Bagian organisasi dan bantuerrn Hukum mempunyai tugas

pofioi< melaksaiakan penyiapan dan perurnusan kebijakan, pemantauan,

analisa, evaluasi, hubungan kerja dan pelaporan dibidang organisasi,

informasi dan komurrikasi, Konsultasi dan Pri+rlindungan Hukum'

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12,

Kepala Sub Bagian OrgJnisasi dan Bantuan Hukum, menyelenggarakan

fungsi :

a. 
-oenghimpun bahan dan cjata penyusunan program dan- kegiatan

bidang organisasi dan ketembagaan Dewan Pengurus Kabupaten

KCRPRI;
b. perencana operasional program dan kegiatan penataan organisasi

Dewan Pengurus KabuPaten KORPRI;
c. pengkoordinasiern pembinaan organisasi sub^unit KoRPRI;

d pengt aiian dan ,analisis jabatan organisaisi KORPRI;

e. pelJksanaan kegiatan informasi dan koordinasi bantuan hukum bagi

PNS;
f. pembinaan, pengarahan dan pember-ian petunjuk kepada bawahan;

g pelaporan hasil pelaksanaan tugas; cian

h pelaksanaan tuglas lain yang diberikan oleh pimpinan;

BAB IV
SEKRETARiAT SUB UNIT DEWAN PEING|.JRUS

KAEIUPATEN, KECAMI\TAN DAN KELURAHAN/DESA KORPRI

Bagian Pe*ama

Sekretariat Sub iUnit Dewan Pengurus l(abupaten

Pasal 14

(1) Sekretariat Su[ t-init Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI

berkedudukan cli bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Sub

Unit Dewan Perrgurus Kabupaten KORPRI'
(2) Sekretariat Sutr Unit Dewan Pengururs Kabupaten KORPRI pada

Dinas / Badern / Kantor mempr'rnyai tugas melaksanakan

pengkoordinasian kegiatan, pengelolaaan,administrasi umum dan

keuingan, penyeienggaraan hubungan kerja di bidang administrasi

umum dan' keuangan, penyeienggaraan hubungan kerja dibiciang

administrasi p;,rda kepengurusan sr.rb Unit Dewan Pengurus

KabuPaten KOFIPRI.
(3) Jabatan Sekretarriat Sub Unit Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI

secara EX-OFf:tUO dijabat oleh Kasubbag/kasi/Kasubbid pada

Dinas/badaniKantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan'
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Bagian Kedua

Sekretariat Sub lJnit Dewan Pengurus l,ilecamatan

Pasal 't5

(i) Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus dl Tingkat Kecamatan KORPRI
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Sub
Unit Dewan Pengurus Kecamatan KORF)Rl.

(2) Sekretaris Sub tJnit Tingkat Kecamatan s,ebagaimana dimaksud pada
a,,a+ /4 \ -l;;^t^^+ E\/ a\EEl/\/ar ^l^l^ c^l?F^+^.;^ Ll*aa*a+a*(ly(x[ \ l,/ UUclL/At i)tiuald t-/\-\Jt t ttrt\) \.rlt,, I L)Enl(,(al15 l\itlgcllllcl(clll.

Bagian Ketiga
l3ekretariat Sub Unit Dewan Pengurus Kelrjrahan/Desa

Pasal 16

(1) Sekreiariat Sub Unit Dewan Pengurus di Tingkat Kelurahan/Desa
KORPRI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Ketua Sub Unit Dewan Pengurus Kelurahran/Desa KORPRI.

(2) Sekretaris Sub tJnit Tingkat Kelurahanl[lesa sebagaimana dimaksud
pada ayai (1) dijabat secara EX-CFFICD oleh Sekretaris
l,/^t,,-^t^^^ rn^^^r\UtUI cil lcil t/ uti>ct.

BAB V
SUSIUNAN ORGANISASI

Pasal 17

Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI terdiri dari :

1. Sekretaris;
2. Sub Bagian terdiri dari :

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
b. Krepaia SuLi Bagian Kesejahteraan li Pembinaan;
c. Kepala Sub Bagian Organisasi & Bantuan Hukum.

6 Ab \rl
E}AEI V !

TATA KERJA

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris, Kepala Sub Bagian wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integras;i, simplikasi dan sinkronisasi
secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Sekretariat
Dewan Pengurr-rs Kabupaten KORPRI maupun instansi lain sesuai
dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi
petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawelb kepada atasannya masing-
masing serta menyampaikan laporan tepai pada waktunya.
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tsAE VIi
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) sekretaris dan Kepala sub Bagian diarigkat dan diberhentikan oleh

Bupati atas usulan Sekretaris Daerah'

tzi selietaris Eselon lll b dan Kepala sub Bagian Eselon lv b.

iij remOinaan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus
'-' Krbuprten xonpYnl dilakukan oteh Bup,ati sebagai Pembina Pegawai

Negeri SiPil.

BAB VIII
KETHNTUAN LAIN . LAIN

Pasal 20

(1)Uraiantugasmasing.masingpejabaitp.?d?sekretariatDewan
pengurus kanupaten i<ORpRt oiatur dr,rn ditetapkan oleh Sekretaris

dengan Keputui;an Sekretaris dan seteitlh mendapat persetujuan dari

tsupati Katingan.

tzl nii-rrat yang- belum diatur dan Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih

lanjut se.ra-i periaturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

peraturan Bupati tni mulai berlaku sejak tanggal diundangkan-

Agar setiap oran[l mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan
piraturan bupati lhi dengan oenempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Katingarr.

Ditetapkan di Kasongan
pieda tanggal, as Juli 2009

BWPATIT.TINGAN,

DUWEL RAWING

Diundangkan di l(asongan
pada tanggal, dri Juli 2009

Prt. SEKRETABi$ DAERAH

TATINGAN,
CHRISTANTV1iTO TATEL LADJU

QIr.:t- "U"- -'

r".oorsr[ion [ +

BERITA DAERI\H KABUPATEN K,ATINGAN TAHUN 2OO9 NOMOR 'P}
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